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(] ejak munculnya ilmu administrasi negata sampai dengan
rJperkembangannya yang paling baru, permasalahan dikotomi politik -
administrasi selalu muncul ke permukaan dan menjadi isu akrual. Aktualitas
tersebut dikarenakan dikotomi tersetut sesungguhnya juga merupakan
cerminan dikotomi antara demokrasi dan brolaasi yang bisa ditemukan di
setiap negara modern. Proposisi yang berkembang dalam dikotomi tersebut

adalah bahwa terdapat konsekuensi perkembangan demokrasi yang negatif
apabila ekspansi birokrasi terus meluas, yang biasanya diikuti oleh
kecenderungan sentralisasi pada pembangunan politik (Carino, 1993:122).

Namun, pada saat yang sama berkernbang pula proposisi yang lain, yakni

bahwa demokratisasi tidak akan dapat berkemb ang tanpa didukung oleh
birokasi yang rasional. Para pengembang dan pendukungpada masing-masrlg
proposisi tersebut memiliki argumentasi yang sama kuatrya.

Terdapatkompleksitas hubungan antara demolaasi dan brokrasi dalam
kaitannya dengan realias politik. Kontradiksi di antara kedua proposisi tersebut
juga dihadapi oleh pala pakar di negara-negara yang memiliki denjat
demokrasi yang kuat. OIeh karenanya cukup bermanfaat apabila beberapa
variasi proposisi mengenai hubungan antara demokrasi dan birokrasi
dielaborasi demi keperluan penyusunan argumentasi dalam menjawab
dikotomi tersebut, khususnya dalam konteks Indonesia. Dari beberupa
proposisi yang sempat terbaca dapat diketahui bahwa, permasalahanya

Staf pengajar pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fisipol, Univenitas Gadjah Mada.
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sesungguhnya bukan akan mengikuti pendapat siapa untuk kemudian
diterapkan, namun yangpaling tepat adalah dalam konteks yangbagaimana
dan untuk kepentinganapaproposisi telah dikembangkan. Ini artinya refleksi
dapat diangkat untuk menjawab permasalahan dikotomi tersebut di Indone-
sia yang tentunya dengan menentukan pola-pola hubungan antar variabel-
variabel pokok yang ditemukan.

Tulisan ini selain bermaksud menjawab persoalan bagarmana bentuk
birolaasi yang dapat mendorong demolaatisasi, juga mencoba menjelaskan
dan mendeslaipsikan secara teoritis kedua hubungan tersebut. Berikut b eberapa

proposisi yang menggambarkan hubungan arfiarakeduanya. Konsep biroknsi
yangakan digunakan di sini mendasarkan pafukonteks formal (organisasi for-
mal) yang kemudian dilihat dari konteks politik dan administati{, sedang konsep
demokrasi lebih mengacu pada. aspek formal dan substantif. Aspek formal
meliputi kebebasan berpendapat, persamaan hak, dll. Sedang aspek substantif
meliputi aspek equity &.n srcial justice(Carino dalam Bautista, 1993:L22).

Beberapa Proposisi Demokrasi dan Birokrasi

o Pemikiran Hamilton

Kontradikisi proposisi pertama justru dialami oleh founding fathers ilmu
administrasi negara sendiri antaraHamilton dan Jeftrson. Stillman menulis
bahwa "stongpublic institations, according to f{amilton, were necessary to
protect human liberty...to protect us from each otl1tr". Dengan demikian
konsekuensi administrasi negara yang muncul sebaiknya menonjolkan
administrasi yang kuat begitu jvga dengan peranan kepemimpinannya.
Tanggun g jawab proses administrasipun harus dikonsentrasikan pada
pimpinan. Ciri yanglarnadalah bahwa untuk memperkuat pemerintahan yang
efektif harus didukung dengan institusi dan ekonomi yang kuat serta tained
professional. (Stillman dalam Uveges, 1982: 7-8).Hamilton yang sangat
1135ie1alis ternyata lebih setuju dengan birolaasi yang kuat demi perlindungan
terhadap warga negara yang harus diwujudkan dalam administrasi negara
yang tersentralistis.
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Apabila pendekatan hamiltonian ini digunakan, maka nilai-nilai demolaasi

sangat jautrdari kenyataan. Gambaran kekuasaan yangterkonsenffasi pada

tangan seorang pimpinan mengindikasikan otoriatarianisme itu sendin. Negara

denlan pola ua*i"irtasi negara seperti ini lebih mencerminkan pengontrolan

nilai-nilaikebebasanmelaluibirolaasiyangluat. Pencapaiantujuan-tujuanpolitik

dan pertu*Uut ^ .tonomi telah meng,r^uiuirolaasi dan membiarkan birokrasi

menjadi sangat kuat. Birolcrasi Veradapafuposisi yang berseberangan dengan

aemot<rasi. Birolaas menjadi fenomena yang dominan namun sangat tertutup'

o Pemikiran Jefferson

Jefferson , padasisi yang lain, lebih percaya padz pendapat bahwa political

ordersesungguhnya dfoesain untuk mengembangkan dan memperbaiki

manus ia yangpadadasarnya bermoral. Dengan pandangannya yang demikian

Jefferson mengisyaratkan demolaasi dan admrnisfasi negata sebagaimana

ditulis oleh Stitiman sebagai " the" Iimit on government" and the maximiza-

tion of "indiuidual rights, Iiberty". . .Jeffercon also emphasized the imponance

of keeping govefiIment as close to the "gass root" as possible" (Stillman

dalam Uveges, 1982:9-10).

Sehingga administras i negara yatgdikembangkannyapun harus memberi

kesempatan partisipasiyangl.tut, desentralisasi yang efektif dengan malsud

untuk menggrangl ua-i"ltttusi serta penekanan p ada simplicity and economic

of adminisratio-n adionsdemi efisiensi. Cakupan aktivitas administrasi harus

terbatas. Administrasi negara dan birokasi yang dikembangkan sekaligus

merupakan gamb aran diri demokrasi yang diinginkan. Birokrasi yang

dikembangkanada\ahbirotaasiyangpartisipatif'

Orienrasi nilai-nilai jeffersonian ini diwarnai dengan birokrasi yangselalu

mendekati kebutuhan masyarakat, keinginan ofang-o 13;ngdan parnsipasi yang

luas. Calrrpan administrasi yang terbatas menafikan dominasi birokrasi dan

padasisi yang lain pendekatan yang desentralistis lebih mewarnai pencapaian

nrluan birolaasi. Proses administrasi yang lebih mengutamakan kesederh anaan

ying dipahami oleh watga negata sekaligus mengutam.akan efisiensi

mengesankan proses yang jauh dari kepentingan kekuasaan. Philosopi birokrasi

sebalai bagian dari pencapian tujuan dalam rangk'amemenulu public affairs

V*g *."gh argaitra-t-trat inaiviau memanifestasikan runnrtan dari demolaasi

itu senairi. nirolrasi dan demokrasi pada sisi ini lebih menunjul*an hubungan

yangseiring. Masing-masing kutub tidak saling berseberangan'
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Dari dua pendekatan tersebut di atas, kita dapat melihat dua pendekatan
yang bertolak belakang dalam kaitannya dengan pemeliharaan nilai-nilai
demolcrasi, namun demikian, dpdyang dikembangkan,barkpadapendekatan
hamiltonian maupun jeffersonian, masih mensisakan jarak untuk sekedar
menggambarkan model birolaasi paca. satu sisi dengan tuntutan nilai-nilai
demolaatis pada sisi yang lain. Mereka menempatkan birokrasi berseberangan
dan atau bertautan dengan demokrasi tetapi tidak melengkapi instrument-
insffument politik pada birolaasi yang memungkinkan terjadinya keterkaitan
dengan nilai demokrasi. James Madison mencoba menawarkan proposisi
demokrasi dan birokrasi melalui kerangka konsepsinya yanglebih menyatu,
tidak sekedar mengembangkan konsep administrasi negara yanginstrumen-
tal namun berusaha menciptakan keterkaitan nilai birokrasi sebagai bagran
dari instrument politik untuk mewujudkan nitai-nilai demokrasi.

o Pemikiran Madison

Berawal dari pemikiran dasarnya tentang " faction-based uision of society"
(1982: 12)Madison berusaha menjelaskan konsep tentang government
(pemerintah). Suatu pemerintah hanya dapat dijelaska n padasuatu kontela
bahwa sesunggutrnya kompleksitas pada masyarakat modern selalu ditandai
dengan munculnya berbagaifaksi atau dalam istilah modern disebut sebagai
kelompok kepentingan. Peranan dari pemerint ah adaLahsebagai institutional
deuice yang berusaha melakukan kontrol dan berperanan sebagai mediasi
diantata kelompok kepentingan supaya setiap wargatetap memiliki human
Iiberty, " Orily a large society of diuene interests represanted byproper balance
wlthin government would reduce danger of ,ty.anny of thi malony' and
protect the intsest of the minority at the same time" (Igs2; 12)

Pernyataan ini memberikan gambaran, bahwa administrasi negara
(pemerintah) dan birokrasi berada pada satu misi politik yang sama yaitu
memberikan perlindungan warga,kemerdekaan dan kebebasan &ri dominasi
mayoritas. Konsekuensi bentuk administrasi negara rrangharus dikembangkan
adalah, bahwa administrasi negara harus bercirikan pluralistic. pluralistic
dalam pengertian bahwa birolaasi haruslah terdin dari wakrl-wakil dari
berbagai kelompok kq2entingan dan harus selalu berubah-ubah. Sesuai dengan
posisrnya seperti ini, maka proses adminisrasi dari birolaasi harustah drtuSut*
untuk melakukan balancing interestmelalui diskusi, negosiasi, dan komiromi
yang mengarahpada terciptanya konsensus politik dan stabilitas sosial.
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Di dalam proses administrasi harus dijamin adanya pembagtan kewenangan

diantara peranan elselutil legislatifdanyudikatif. Proses administrasi tidaklah
terisolasi dari tiap peranan tersebut te@i merupakan interaksi yang compli-
cated danmelakukan prinsippriruip dtdrs dan balances.

Jangkauan lebih lanjut untuk mempertahankan nilai tersebut adalah bahwa
proses adminisuasi haruslah melibatkan padr- lingkungan organisasi yang

selalu berubah baik pada level pusat maupun daerah /lot.al. Linglcungan adalah

variabel penentu sffuktur organisasi dan oleh karenanya lingkungan organisasi

tidak mungkin diasumsikan seragam untuk semua lokasi (Linereer, 1973:324).

Administrator bukanlah semata-mata pemilik kekuasaan, namun terlebih

dari itu seorang adminiuator haruslah memiliki tanggung jawab melakukan

proses negosiasi, kompromi, dan mengembangkan konsensus sosial. Di dalam

konteks yarLgdemikian, bkus administrasi tidaklah dikonsenffasikan pada spe-

cific issuesnamun lebih pada pengembangan institusi yang dapat melakukan

checksdanbalancsuntlkmengontrolpenyrmpmLganymLgdilakukankelompok
kepentin gvfr, menjamin hak-hak minoritas dari tirani mayoritas, dan

mengemban gkan harmoni sosial melalui penolpa:,a;n keseimbangan diantzr a

kelompok kepentingan yang berkompetisi (Stillm-an dalam Uveges, I 982 : I 3 ).

Brokrasi dalam pengertian madisonian ini memiliki peranan yangcukup

besar dalam memelihara nilai-nilai demolaasi. Dalam pengertian ini, brokrasi
tidak hanya memiliki ciri-ciri sebagaim anayangdikehendakr oleh jeffersonian

namun terlebih dari itu birokrasi meman g berada pada posisi untuk
mengendalikan dan memelihara keseimbangan supaya tidak ada dominasi
yangberlebihan dari mayoritas kepada minoritas. Pemeliharaan nilai-nilai ini
bahkan harus tercipta pada- tahapan proses melalui peranan pimpinan yang

bersedia melakukan negosiasi dan diskusi. Dan dalam kontels yang demikian
birolaasi menjadibag)andari instrumen politik dan tidak sekedar instrumental.

Dalam literatur yang baru dinamika administrasi yang demikian menjadi
inti dari konsep govtrnance.

"Governane meatrs 'administering in a politirnl context' and directing com-
petenc€ tourard'the broadest possible public interest'. This includes compe-
tence in sustaining 'the agenry perspective' and the constitutional governance
process ( Wamsley dalam Green, et. A11., 1996:38).
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Nampak sekali dari model yang dikemukakan oleh Madison, model
birolsasi dalam administrasi neg;a:a bukan sekedar struktur formal aau instinrsi
formal, namun suatu sistem teftuka ya'ng menjamin pemenuhan kebutuhan
pelayanan dan perlindungan warga negara dengan mengedepankan nilai-nilai
demoloasi. Birolffasi sebagai insorrmenpolitikmemainkanp€rananpenentu dalam
hubungan mediasi arttalca warga nqgma dengan pemerinah ditengah ffiagai
kelompok kepenfingan. Birolcrasi berada pah posisi Wnglebih dekat dengian
warga daipada sebagai media pengnsa dibalik pencapaian tujuan formalnya.

Bentuk konseptual yang cukup menarik ini dan tampaknya cukup sempurna
akan sedikit memiliki kekurangan apabfladibandingkan dengan pengungkapan
konsep birolcrasi yangdikembangkan oleh Weber berikut. Unnrk menjelaskan
hal ini tampaknya perlu dilalukan diskusi tentang kedua pendekatan ini untuk
memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai hubung an antarademokrasi
dengan birolcrasi.

o Pemikiran Max Weber

Pencetus birolcrasi, Max Weber, melihat birolaasi dalam konteks yarrg lebih
luas. Sebagai organisasi formal yangberadapada tingkatan ideal, birolaasi yang
memiliki aturan yang sangat rasional perkembangannya jusru sangatberkaitan
dengan demokratisasi dan kapitalisme. "TT7e deuelopmant of money economy
is of very great importance for the whole bearing of bweaucracy... " (Webe4
1978:964).Pada sub bab yang larn Weber mengatakan secara eksplisit, bahwa:

"The first such basis of bureaucratization has been the quantitative extension
of adminisffative task. In politics, the big state and the mass party are the
classic field of bureaucratization....The progress of bureaucratization within
the state administration itself is a phenomenon paralleling the development
of democracy. . . "(Weber, 197 8:969 dan 984).

Jadi jelas sekali bahwa demokrasi, kapitalisme dan birokrasi memiliki
hubungan yang positif. Proposisi ini sekaligus mengundang banyak kritik,
manakala rasionalisasi dan monocracy ternyata menentukan tumbuhnya
demokratisasi dan kapitalisme di negara seperti Inggris misalnya.
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Di dalam banyak kasus penerapan ide Weber ini ternyata selain dilihatnya

terlalu pahkonteks operasional dan bukan pab tatarankonseptual, ide ini
juga hanya berkemb angpadatahapan the quantitative extanion of adminis-

tatiue task. Artinya posisi birokrasi berhenti parJo. peranannya yang sangat

instrumental untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif. Konyolnya lagi

ciri birokrasi weberian yang begitu rasional di dalam banyak praktek berhenti

pada posisinya sebagai insffument kelarasaan tanpa adanya kepentingan untuk

melalukan kontrol.

Pernyataan Weber yang mendekatkan hubungan antara birokrasi dengan

kapitalisme dan dengan beberapa fenomena seperti modern state dan mass

p;rrymenghendaki adanya perbedaan level interpretasi. Pada tahapan ini,

titot*ri tidak hanya sebagi pawujudan dari operas i adminisndue tasksnamun

hanrs dilihatpada kontek malao sebagai perlengkapan ruatu administrasinegan

modern. luai Uitotr*i tidak dilihat pada levelnya yang milcro. Pemahaman

pada level makro, mengharuskan brolaasi berada pa& kontels nilai-nilai

rasional (rasionalisasi) kehidupan dan hubungan-hubungan fungsional antar

berbagai lembaga publik dan politik yang brokraus. Dinamika administrasi

n guimodern selalr, di*arnai dengan perangkat sistem yang birolaatis. Dan

itu,adalah ciri dari perfumbuhan demokrasi sekaligus birolaatisasi.

Birokratisasi kehidupan administrasi negara pada jaman modern,

khususnya di negara -negaftyang belum demokratis ternyata berkembang bias

sebagaimana ciri birolaasi yang dikemukakan Weber sendiri. Ciri itu terlalu

instrumental dan mikro (intraorganisasional). Fenomena bias itu kemudian

banyak dimanfaatkan sebagai alat keluasaan karena inti dari kekuasaan adalah

dominasi. Strukrur organisasi yang digambarkan Weber adzlah gambaran

dominasi dari pimpinan pabbawahan , dar. ini berarti dominasi dari pihak

yang berkuasa. Dan dalam posisi seperti ini, birokrasi sangat jauh dari

Leingtnan citacia demolcrasi. Dan juga cularp menggejala ditemukan lembaga-

lembaga publik yang berkemb angternyatamenjadi sngat terpisah satu dengan

yar1glain dan justru dipagan oleh ciri-ciri birokrasi yang sifanrya terrutup.

Meieka berkembang di jaman modern tetapi tidak dalam pengertian modern

di dalam proses seperti yangdiinginkan Weber pafu negara yangbesar (big

state). Kritik ini tidak hanya datangdari akademisi di Eropa sendiri namun

juga dari Amerika. Oleh karena ifu sangatlah wajar jika di negara-negara
-V^"gotoriter, 

birokrasi pasti telah digunakan sebagai alat untuk menekan dan

bukan untuk membebaskan.
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Mendiskusikan kembali pendekatan madisonian dengan weberian
sebagaim ana yarug telah dikemukakan di atas beber apa hal dapat diangkat
berikut: keduanya sama-sama mengedepankan anggapan bahwa birolaasi
memberikan dampak pada berkembangnya demokrasi dengan beberapa
pembatasan fokus seperti yang telah di bahas pada- pembicaraan tentang
birokrasi Weber di atas. Baik pafupendekatan madisonan maupun weberian
perlu dipertimban $,an b eb er ap a hal berikut.

Birokrasi dari administrasi negara sebagaim ana yangdikemukakan oleh
Madison seolah sangat dekat dengan nilai demokrasi, namun kita tidak
mengetahui dengan pasti apakah pengertian ini sekaligus berada posisi
modernitas sebagaimana yangdikemukakan oleh Weber. Dan apakah kalau
persyaratan modernitas dilekatkan padabuokrasi madisoru an, diaakan dapat
mempertahankan nilai-nilai demokrasi atau justru menghambat demolaatisasi.
Ha1 itu tidak diketahui dengan pasti. Pada pihak lain, pendekatan weberian
tidak otomatis memelihara nilai-nilai demolaasi meskipun secara tersurat hal
itu tejadi pada negara modern.

o Pemikiran Golembieski

Melangkah padaproposisi lain di bawah ini akan dipaparkan model birolcrasi
yang dikemukakan oleh Golembieski. Golembieski mengembangkan model
Organizati on Development(OD)dengan menggunakan ide dari Robert Dahl.
Golembieski melihat bahwa demolaasi sangat mungkin dikemban glandengan
dukungan birokrasi, namun dengan model yangmengikuti pendekata n Orga-
nizati on Devel opm en t. Model ini lebih menekanka n pada proses kerja yang
fleksibel, berorientasi pada team building, pembuatan keputusan lebih
didasark an pada kelompok serta collectiue bargaining. Golembieski percaya

bahwa demolaasi dapat dikembangkan melalui model demolrasi di dalam
administrasi dan demolcrasi melalui administrasi (Golembieski dalam Uveges,

1982:56). Demolaasi dan birolaasi sesungguh-nya satu kesatuan yang saling
melengkapi yang tenwjud melalui nilai yang lebih onggi yang terdapat pafu
demokrasi diikuti dengan model organisasi administrasi yang demokratis. "-4
democratic state must not only be based on democratic principles but also
demoqatically administred. . . "(Derzhard, t 954:66).
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Yang menjadi pertanyaan menarik untuk didiskusikan adalah seberapa
trnggi derajaddemokrasi yang melekat paMOD, apakah hanya terbatas pada
demolaasi di dalam organisasi (inuaorganisasional) ataukah cukup kuat
derajadnya sebagaim ana padapemikiranmadisonian, yakni peranan birolcrasi
sebagai mediasi diantara berbagat kelompok kepentingan. Melihat paca
penekanan 'demolaasi di dalam dan melalui administrasi' sebagaimana
diungkapkan di atas, tampalcnya demokrasi hanya terbatas pada tingkatan
intraorganisasional. Mungkinkah pengembangan demokrasi pada
rntraorganisasional lebih lanjut dapatberkembang menjadi (pnryaraQ kelaratan
demokrasi sebagaimana yang diinginkan oleh Weber, yakni terciptanya
birolaatisasi di dalam big stati! Apabila hal ini yang terjadi maka sesungguhnya
terdapatpemikiran trangbertolak belakang .Pada satu sisi Weber menekankan
padabirokrasi dengan ciriciriyangrigidsebagai dasarpengembangan demolaasi
di negara modern, sementara pahpihak lain, Golembieski mengembangkan
model birokrasi - OD - yang flelaibel secara internal.

Apabila hal itu terjadi, maka yang diperlukan adalah menentukan variabel-
veriabel pokok yang memungkinkan berkembangnya mlai demokrasi - bark
pada weberian maupun Golembieski-dengan beranjak dari model birokrasi
maupun OD. Pada model weberian, tampaknya nilai demokrasi dapat
berkemb ang apabila brolaatisasi diikuti dengan perkemb anganekonomi uang
dan tumbuhnya partat-pafiai politik. Padasisi yang lain pembangunan hukum
juga harus dipertimbangkan sebagai dasar tumbuhnya demokratisasi flMeber,
L978:281). Sedangkan pada Golembieski, tumbuhnya nilai demokrasi
tampaknya didasarkan pada variabel-variebel individu dan tehnologi yang
menyangkut proses dalam pembuatan keputusan misalnya. Kedua variabel
ini dianggap penting mengingat ciri dari OD adalah penekanan yangberlebihan
pada dimensi manusia di dalam proses administrasi. Sehingga ada
kemungkinan perkembangan nilai demokrasi akan berjalan dalam lingkup
yanglebih kecil dibanding dengan birokratisasi weberian. Pada sisi yang lain,
demokratisasi pada model weberian sering menjumpai kelemahan khususnya
yang berkaitan dengan ciri rasionalisasi yang rigid itu sendiri. Penilaian ini
tentunya sifatnya masih sangat terbuka.
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c Pemikiran Inrry Krklurt
Pemikiran I-arry Kirkhart paralel dengan pe ndapatdanGolembieski. Kirlfiart
mengembangkan model consociated ideal We melalui titik tolak phenom-
enology. Phenomenology, sebagaimana dilartip dari Husserl:

" is a deuice for undentanding the nature of seatiuity...is a based on a rather
heroic model of man-who assums the possibility of rationality rather than
impulsiveness and irrationality.. . it asserts that thse are many paths that lead
to and build understanding... it suggests that one can proceed to a "new
reality"-that is , an undentqnding of the self and other people" (Kikhart
dalam Marini, L97l 135,166)' .

Consociatedkemvdandiartikan sebagai " persons with whom one inter-
acts directly" (1971:138). Model ini dikembangkan pacu- tiga variabel, yakni

ukuran efektrvitas, karakteristik strukfirral dan konsekuensi sosial. Sesuai

dengan tema tulisan ini, maka hanyd variabel yffigketiga yangakan sedikit
drjelaskan karakteristiknya. Menurut Kirkhart (197I:161) di dalam model
consociatedkebebasan gaya personal dan social diuersitysangatdimungkinkan.

Setrap anggota organisasi terlibat dengan organisasi secara menyeluruh, dalam
pengertian, anggota organisasi hanya minimal mengalami kondisi yang

teralienasi. Di dalam setiap proses formulasi sampai dengan pemecahan

masalah dan implementasi ada keterlibatan yang cukup intens dari anggotanya.

Organisasi sangat membuka terhadap kemungkinan konflik dan ditingkat-
kannya antbigaity. Hal ini sangat tidak rnungkin pada organisasi yang weberian

yang seolah segalanya harus tersffuktur dan jelas, namun pada pihak lain
anggotanya justru teralienasi. Segala sesuatu yang bersifat stuctural rigidity
dikurangi. Dalam perspective yang sama, namun agak berbeda dalam
merumuskan bennrk organisasi, Bellone menawarkan suatu bentuk organisasi

yangdemokratis (Bellone dalam Bellone dan Nigro, D8A:62).

Dari konsep Kiktrart dan Golembieski tampaknya tetap tergambar bahwa
nilai-nilai demolcrasi harus diwujudkan dalam organisasi baik melalui orga-

ni za ti o n d e vel op m en t m a up un m o d el co n s o ci a te d. B at*an kalau mengiluti
pemahaman phenomenologi, maka demokratisasi akan mewarnai perilaku

organisasi dan individu serta kelompok. Manusia bukan sekedar obyek dari

2 Lihat lebih jauh Frank Marini,Toward a New Public Administration, Chapter 5.
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aturan yang rasional. Ostrom berusaha iusamenciptakan model administrasi
negara yang demokratis melalui organisasi dalambe nfitkpublic choice.Syarat
utama model ini adalah adanyaketertiban hukum aan totaUorasi klien pada
organisasi secara langsung (Ostrom dalam Uveges, 1982:4748) (Harmon dan
Thayer,1986:25U25l)yangoteh Jennings hal itu *irip denganb entvk plural-
rsrn (Jennings dalam ott, et aII, lggl:tiz-tzs). seaangkaripenekanan pada
"entepreneurial goutrrumerlt" - refressing change n iaruae tuward public
official* dikembangkan oleh Gaebler danosborne (lggz).

Penelusuran dari beb erapaliteratur mengindikasikan adanya proposisi lain
yang tampaknya akan mempengaruhi analisis hubung an antara demokrasi
dan birokrasi Pendapat yang cukup menarik dikemukakan oleh Onofre D.
Corpuz dalam artikelnya yang sulit dibaca dan ditulis tahun ,57,, dengan
mengutip pendapat dari Mills, Corpuz mencatat bahwa birokrasi memiliki
nilai yangtidak mungkin dipadukan dengan aturan birokrasi.

'As both democracy and bureaucratic administration develop, however, in-
compatible consequences ineluctably arise.Democracy which posits the doc-
trine of equal rights cannot permit the development of "closed status group
of officials" and cannot neglect to minimize the authority of those officials,,(
Corpuz dalam Bautista, et a11,1993:67_70).

Bagi Corpuz tampaknya sulit sekali mendamaikan antarc nilai-nilai
demokrasi dengan birolaasi sebagaimana yang didiskusikan di atas. Corpuz
bertahan pada- pendapat bahwa rasionalisasi dan expertiseyang merupakan
nilai dari birokrasi tidak hanya monopoli nilaidari birokrasi rasional namun
rasionalisasi dapat iuga beroperasi di luar public bureauqary, seperti pada
organisasi pnrat. Bag Corpuz birolcrasi dibedakan antara birokrasi sebagai
apparatus dan birokrasi dari segi anggota-anggotanya. Birokrasi sebagai
aparatus sangat bertentangan dengan nilai demolaasi, namun dilihat dari
anggotanya, pola perilaku mereka tidak bertentangan dengan demokrasi (
Corpuz dalam Bautista, et all,1993:70). Dengan demikian peluang
demolcratisasi harus diarahkan pada yang teral<hir, paling tidak ini peluangnya.

Dari penelusuran literatur yang terbatas di atas, untuk keperluan penulisan
ini ditemukan beberapa variabel besar yang turut berproses dalam
perkembangan demolaatisasi. Birolaasi ternyata merupakan bentuk organisasi
sosial yang telah berkembang begitu pesat pahorganisasi pemerintahan dan
partai politik dengan berbagai kelompok kepentingannya dan sekaligus
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berperan menentukan dalam perkembangan demolaasi dan pacr- saat yang
sama menentukan perkembangan pula kapitalisme. Relasi inibahkan hampir
menyerupai semacam bentuk yang ideal meskipun tidak bersifat universal.

Dari bebr apavanabel besar yang saling berhubungan tenebut, pada penulisan
rni pola hubungan dapat dikelompokkan menjadi tiga hubungan sekaligus
konsekuensi model adminisffasi negara yangdikembangkan :

1. Gambaran birolaasi yang memiliki posisi dalam pengembangan
demolaasi yang cukup dominan diwakili oleh Madison dan mungkin
juga Jefferson dan Weber dalam pengertian yang makro. Dalam
kondisi tertentu, yakni milao dan dalam pengertiannya yang ideal,
posisi weberian sulit disejajarkan pada posisi ini. Sedangkan peranan

birokrasi madisonian berperan sebagai mediasi yang secara politis
berusaha menjaga adanyatirani mayoritas terhadap minoritas yang

bag Jefferson instrumen mediasi langsung ini belum ditawarkan
secara jelas,

2. Birokrasi dan demokrasi saling berkaitan di mana demokrasi
temrjud tidak hanya di dalam administrasi namun juga melalui
administrasi. Dalam pengertian ini demolaasi dikembangkan dan
dipelihara secara intraorganisasional. Organisasi birokratis yang
ditawark an adalahmodel organization development dan consociated
model serta plwalism. Pola ini diwakili oleh Golembieski dan Larry
Kikhart serta Osborne. Vincent Ostrom menambahkan dengan
model institutional choicedengan syarat terciptanya tertib hukum
dan adanyakolaboras i antaraorganisasi dengan klien yang dilayaru.
Model admrnistrasi negara yang diyakini adalahadministrasi negara
dengan kepemimpinan yang demokratis dan model administrasi
yang partisipatif. Strukrur bukan merupakan ukuran tertibnya
adminisuasi, namun pemahaman terhadap klien yang lebih diutamakan.

Hal ini menrpakan pengaruh pandangan phenomenology.

3. Birokrasi dan demokrasi sama sekali tidak saling mendukung.
Keduanya memiliki nilai yang bertolak belakang. Corpuz dan
Hamilton mengembangkan proposi sepeni inr. Hanya, bagl Corpuz,
nilai manusiawi masih mungkin dikaitkan dengan nilai demokrasi.
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Pemahaman Empiris Birokrasi di Indonesia

Bagaimana dengan kondisi demolaasi dan birolaasi di Indonesia ?, jawaban
ini langsung mengantarkan pemahaman terhadap kondisi negara berkembang
pada umumnya. Negara berkeqbang biasanya memiliki sifarsifat derajad
kemiskinan F.ng tinggi, tertib hularm1"s"")" dipoliusir untuk kepentingan
kekuasaan, keterkaitan dengan ekonomi dunia, masyarakatnya masih
tadisional, semi industri, dan lain-lain. Namun palng tidak dunia ketiga memiliki
dua ciri yang menor{ol plcrr tingkat ekonomi yang cendenrng memngkat-kecuali
pabkasus laisis ekonomi di penghuj ung 1999-dan derajadlemokratisasi yang
cenderung melemah sekaligus terlihat ierajadbrolaatisasinya yangmenguar.
Gambaran keadaan Indonesia tidak jauh dari itu.

Dari segs, ransparencylndonesia sangat tertuftrp. Ini artinya pemerintah
iarang sekali mengomunikasikan segala policynya terhadap warga negara,
sekaligus hal ini menunjukan derajad sentralisasi yangkuat. padaindikator
lain, yakni birolaatisasi yang sangat berkait dengan perfumbuhan ekonomi,
Indonesi a beruda,pada kondisi yangcukup putui. Hit rni sangat aneh, Indo-
19sia wngmengalami pernrmbuhan ekonomi yang cukup u"ggt (6%)ternyata
birokrasi negara sangat menghambat dunia tirtrir. perfumbuhan ekonomi
dan adaptivitas kebijakan ekonomi ternyata berlangsung dala m d,erajad
birokratisasi yang sangat tinggr dan derajid k.t.rn tupan yang tinggi putu.
Proposisi tersebut tentunya bertolakbelakang dengan realitas yangtelah ter;adi
pada negara-n egara maju.

Birokrasi ternyata justru digunakan kekuasaan untuk kepentingan
kekuasaan itu sendiri. Birokratisasi yang berkembang telah menguatkan
sentralisasi. Dan birokratisasi justru melahirkan konsekuensi negaiif paaa
perkembangan sistem politik Indonesia. Ada beberapakonfigurasi yang ut un
digunakan di sini untuk menjelaskan kenapa pola ,.*u*-lni terjadi di In-
-donesia. 

Konfigurasi pertama dengan menggunakan perspektif au th on ty da1-
Max Weber. Konfigurasi ini akan diambit-dari pendapai trrtoetjarto. Kedua,
konfigurasi dari sudut struktur sosial yang akan aiicutip &.i *oAet aaministrasi
Riggs, dan teralfiir dari konfigurasi Karl D. Jaclaon mengenai sistem politik.

Birokrasi, Demolaasi don Reformasi ....
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o Otoritas Tradisionol

Weber membagi tipe otoritas menjadi tiga: otoritas rasional, tradisional dan

kharismatis ( Weber, L972: I24). Dari otoritas tradisional cerminan model

ko gnitif birolaasi y ang dap at dikemuka kan adalah s ebagai b enkut. Model ini
mengutamakan terwujudnya keharmonisan hirarkhis yang p^h hakekatnya

mencerminkan pandangan kosmologisnya bahwa eksistensinya bera da pada

lagad yang utuh dan berjenjang-jenj ang. Loyalitas dan keselarasan harus

tercipta dalam konsep rukun. lni berartr adanya mekanisme conflid avoid-

ancedemi equilibnum. Birolcrasi ini sangat berwawasan agraris-feodal dan

magis-religius.

Birokrasi dengan model otoritas tradisional ini seolah-olah menjadi

legitimasi penguasa untuk melakukan apa saja dan tidak dilakukan

perranggu ngSawaban secara publik. Saya kira birokrasi model demikian tidak

iermasuk jugadalam dikotomipolitikadministrasi, karenabirolaasi daritingkat

pusat sampai dengan lokal justru sangat dipolitisir.

Dari segi otoritas tradisional, birokrasi bukan sebagai variabel unfok

memperbaharui sistem politik, tetapi yang terjadi kebudayaan kolutif telah

mengental dalam birokrasi yang mendasarkan pab otoritas tradisional.

. StruHur Sosial

Rrggs dengan administrasi perbandingannya mencoba mencermati strulcfur

sosial paflnegaramaju dan berkembang. Dari perbandingan tersebut, negara

berkembang dikategorikan pada masyarakat prism ati c.

Prismatic model is intermediate between a fused model useful in studying

tradisional societies, and the refracted type useful lor analysis of government

in industrial western societies (Riggs dalam Heady, et all, 1962:20).

P adamasyarakat prismatik ini adminisffasi yangberkembang dinamakan

sala model. Sala moclel ini memiliki beberapa karakteristk menarik sebagai

berikut:

1. Heterogenitas. Ciri ini mengisyaratkan adanya campuran antara

masyarakat tradisional dengan modern. Bentuk konkritnya seperti,

adanya struktur organisasi modern, namun fungsi-fungsi dikalatrkan

oleh hubungan kekeluargaan. Meningkatnya nepotism€, fl.
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2. Fotmalisme. Ciri iru merujukpada adanyaketidakpastian (disaep-
ancy) atau tingkat konggruency antara apa yang telah ditentukan
secara formal dengan kenyataan yang dilakukan. Pelaks anaan
kontrak-kontralq pemberian lisensi, dll dilakukan secara dislaiminatif.
Kasus Mobnas menjadi contoh akrualnya.

3. Oualapping. Strukrur-sruknr yang telah dideferensiasikan secara for-
mal berdampingan dengan strukfur yangbelum dideferensiasikan.
Terdapat dinasdinas, dewan penvahlan rakyat, mahkamah agung,
dewan pertimbangan agung, pemilu, dll namun fungsi-ru"gii
admimstrasi dan politil,cnya sampai nnglot tertentu dijalankatt ot.h
srukrur yang belum modern (Riggs dalam Heady,'et all, 7962:21-22).

Model brokrasi sala ini sungguh sangat realistis dan sangat sesuai dengan
kondisi yang ada dilndonesi a padamasa Orde Baru. Birolaasi dalam hal Li,
oleh Riggs, telah digambarkan sedemikian rupa dalam kontels sosialnya.
Faktor inilah yang membedakan antara birolaasi di Barat dengan di dunia
ketiga.

o Sistem Polifik

Pada konteks ini sistem politik dimalaudkan sebagai scope yang agaklebih
malao dibanding dua yang lain, meskipun dapatjuga ketiganya saling tumpang
tindih. Karl D. Jaclaon menulis bahwa sistem pemerintahan di Indonesii
menganut konsep Burea ucratic Polity

"Bureattqattc Polity is disnngaishable from other forms of government by
the degree to which national decision making is insulated from socjal and
political forces outside the highest elite ech'elons of the capital city" (Jackson
dalam Jaclcson, et all, I978:4).

Model sistem ini sangatjauh dari kebutuhan partisipasi dalam pembuatan
keputusan. Powerjuga bukan merupakan hasil dari artikulasi kepentingan
masyarakat dan lingl$ngan yang lebih luas. Parui tidak berfungsi sebigai
alat kontrol terhadap birolaasi dan sama sekali bukan sebagai gambann dari
organisasi yang mewakili massa di tingkat lokal.
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" the main :uena for political comp€tition is not the country at large, and
power is not obtained through the cultivation of mass movement. Instead,
meaningful power is obtained through interpersonal competition in the elite
circle in closest physical proximity to the president (Ibid,s).

Karakteristik singkat dari model Bureaucyatic Polity tersebut di atas
menguatkan melencengnya proposisi birolaasi dan demolcrasi sebagaimana
yang telah berlaku paoo. negara modern.

Baik dilihat dari segi otoritas, struktur sosial maupun Bweausatic Polity
tampaknya peluang demokrasi di Indonesia masih sangat jauh. Perkemb angan
ekonomibisa sangat tinggi, namun dengan mengorbankan demokrasi politik.
Pertanyaan yang terkait dengan peningkatan nilai-mlai demokrasi masih sulit
untuk dijawab, namun paling tidak konfigurasi hubungan antara birokrasi
dan demokrasi pafu sistem politik yarLg lebih luas dapat menjelaskan kita
betapa unik dan kompleknya sistem politik yang berlaku di Indonesia.
Irstrumen modernisasi terus diperbaharui, namun fungsi-fungsi tetap bergerak
dengan sifat-sifat tradisionalitasnya.

Reformasi Administrasi Negara @irokrasi) Pasca Orde Baru

Kita megetahui secara pasti, bahwa lingkungan administrasi negara di Indo-
nesia telah mengalami perubahan yangsangat besar yang ditandai dengan :

perubahan politik melalui reformasi yang dalam banyak hal kemudian
kebutuhan reformasi mulai menekan peranan dwi fungsi ABRI yangdinilai
banyak kalangan menghambat patumbuhan masyarakat madani melalui
kolaboras rnya padakekuasaan secara buta. Perubahan ini bergulir menguatkan
kepercayaan masyarakat dari lapisan atas yang dapat dilihat dengan
merebaknya sistem kepartaian yang multi sampai dengan lapisan masyarakat
lokal tingkat grassroot dalamberbagat lapisan secara horisontal apakah itu
buruh, tukang becak, petani dan juga masyarakat miskin di Urban Terlepas
dari berb agaitantangan reformasi lang diketemukan dalam berbagatperistiwa
amok massa dan berbagai peristiwa tidak bera dab yangmerebalg pendek kata
hal ini mengindikasrkan adanya perubahan lingkungan administrasi negara
yangcularp besar dan kuat
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Dengan memahami berbagu perubahan dan kejadian yang terjadi pada
m:rsa transisi ini- antara lain dapat dilihat pahpertentangan arLtara:tuntutan
demokratisasi yang tinggi verflrs pengendalian melalui instrumen ABRI,
kebutuhan akan pemerintahan transisi ue$uspemerintahan yang kurang le-
gitimatq tuntutan akan peranan pada. masyarakat secara berlebihan versus
tiadanya pengetahuan di tingkat lokal tentang pengelolaan kebutuhan secara
sistematis bahkan oleh birokrasi formal sekalipun dan juga ditemukan tuntutan
akan otonomi versus sentralisasi tentunya, maka tentunya pembahasan
mengenai proposisi antara birokrasi dengan demolaasi atau dikotomi pottrk
-administrasi menghendaki beberapa kemungkinan dan atau prasyant.

Petanyaan yang perlu dipertimbangkan adalahapakah proposisi dikotomr
arfiarapolitikdan adminisrasi sebagaimana telah dikembangkan di atas masih
akan rele'van di era pemerinahan baru nanti? Pertanyaan lain yang mungkin
jugacukuprele'uanadalah apakatrbentuk organisasiakan secara frontalbergeser
pada grassroot, dalamarti semakin terbatas pemnan admrnistrasi negara dan di
pihak lain peranan masyarakat semakin kuat ? atau dalam rumusan yang lain
modelbirolcrasi yang mana yang akan mewarnai administrasi negarapnglebih
menghendaki nilai-nilai demolaasi, apakah mengiluti model madisonian yang
menempatkan birolaasi pada peranannya sebagai mediasi atau pengembangan
model birokrasi pada konteks yang lebih administratif sebagaimana yang
dikemukakan oleh Golembieski , Kirkhart dan Ostrom?

Reyes pafu tulisannya mengenar Bureaucracy and Transition: Some Re-
fl ections on Red emomtizati on and Politics-A dminisuati on Dicho tomy@ey es

dalamBautista, et all: 1993:86-92) mengindikasikan adanya hubungan yang
sangat kuat antara sistem politik (yang demolcratis, dari pemerintahan yang
autoritarian) dengan reformasi birokrasi.

Much of the problems that will confront the redemocratrzation process will
revolve around such agenda as revising the organizational strusture, institu-
tional configurations and relationships, the power .urangements and the ori-
entation of the bureaucracy" (Reyes, 93).

Akan sulit sekali memberikanjawaban yang pasti mengingat variabel politrk
dan birolcrasi memang selalu berubah terlebih dalam keadaan transisi seperti
ini. Namun demikian dapatjuga dikemukakan beberapa asumsi yang dapat
menolong perumusan jawaban di atas.
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Penjelasan yang dikemukakan oleh Reyes di aas memberikan arah,bahwa
reformasi birolaasi mungkin harus menyangkut hal-hat yang sifatnya malco
sepertipo wtr ixrangemerradffiorientasi bkolffasi dan juga tahap mikro seperti
struktur organisasi dan konfigurasi kelembagaan. Seolah logika ini menrpakan
penggabungan pendekaan yang dikemukakan oleh Madison dan sekaligus
Kirkhart. Kemungkinan pertama ini terbuka apabrlasistem pemerintahan j auh
meninggalkan tradisi pendekatan stabilitas dan ada kematangan dari publik
sendiri tentang nilai-nilai demokrasi. Hal ini akan sulit mengingatbanyaknya
kelompok kepentingan, aliran dan lain-lain yang tidak selamanya berwawasan
kebangs aan. Kemungkinan pertama ini memiliki konsekuensi, bahwa
perubahan orienasi birolaasi sebagai mediasi b abagaikelompok kepentingan
menghendaki perubahan dinamika proses administrasi yang demolcratis
melalui dan didalam adminisnasi. Kemungkinan inijuga dapatberlaku apabrla
asumsi berikut diterima bahwa model birolaasi Orde Baru sebagaim anayang
telah dikemukakan di atas <leh Riggs dan kawan-kawan-terbentuk seperti
itu karena peranan penguasa memang memeliharanya seperti itu. Artinya
apabrla ada perubahan pemerintahan, otomatis perilaku birolaasi juga akan
berubah.

Pengembangan model ini mendesak terbentuknya govtrnance -adminis-
tering in a political context-yang menghendaki terciptanya realitas seperti:

a. the ability to sustain dialogue among competing interpretations of
regime values and to balance their inherent tensions within and
among diverse political conte:fis,

b. stewardship or trusteeship, which includes notions of representa-
tion and standing in for the people on decisions of public interest,

c. consenatorship, which requires an articulate sense of institutional
presenation and performance,

d. a restraining or tempering influence over public opinion for the sake
of preserving long-term as well as short- term public interests,

e. protection the fundamental rights, ild maintenance of rule by law,

f. educators and nurfurers of citizens roles in democratic governing
process,
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g. constitutiveness, which involve presenting (or perhaps confronting)
citrzens which choices that will define their character as common
people. (Rohr, et.all dalam Green, et. all, 1996:39).

Kemungkinan kedua adalahperubahan birokrasi hanya dalam tataran
administratif sebagaimana dikembangkan oleh Kirkhart dan Ostrom. Model
ini mengalamai hambatan apabrlaelit politrk terlalu campur tangan terhadap
birokrasi. Artinya apakah adminisrasi negara cukup rnemiliki,etika publik
sehingga kepentingan kekuasaan tidak merusak sistem yang ada.

Kemungkinan ketiga adalah mengembangkan model madisonian.
Kemungkinan ini dapat dilakukan apabila tertib hukum cukup netral dan
methat keadilan sebagai nilai yang harus dihormati. Baik model birokrasi
weberian maupun Golembieski ataupun Kirkh artdapatterladi secra otomatrs
apabtlakontrol dari kelompok kepentingan memang cukup efektif.
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